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BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

Nonaon 5 TAHUN 2ot9

TENTANG

KETENTUAN ADMINISTRASI DANA KEGIATAN OPERASIONAL (SUBSIDI)

PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO

BATUAH KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Kabupaten Sarolangun perlu tersedianya air bersih secara

berkelanjutan bagi masyarakat yang dikelola dan

dikembangkan oleh PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten

Sarolangun, maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu

memberikan tambahan dana untuk kegiatan operasional

(subsidi) Kepada PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten

Sarolangun;

b. bahwa sehubungan dengan telah disetujuinya Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten

Sarolangun;

c. bahwa untuk kelancaran tugas operasional dan terciptanya

tertib pelaksanaan pengelolaan administrasi yang

bertanggung jawab dalam pengembangan dana kegiatan
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Ketentuan Administrasi Dana

Kegiatan Operasional (Subsidi) Pada Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;



Mengingat : 1.
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Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah dirubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3969i;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a287\;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OAT tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik indonesia

Tahun 2}CI7 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a727);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang

Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2At4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2AV tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Reputrlik indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang

Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 305, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6173;
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Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol7

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dew-an

Pengawas Atau Anggota Kornisaris dan Anggota Direksi

Badan Usaha IVIilik Daerah;

Peraturan Daerah I{alrupaien Sarolangi.rn itiomor 29 Tairun

2004 Tentang Struictur Crga.nisasi PDAM Tirta Sako

Batuah Kabupaten Sarolangun {Lembaran }aerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2OA4 Nomor 29\

sebagaimana teiah tleberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun

'2AL7 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kahrupaten Sarolangun Nomor 29 Tahun 2OO4 Tentang

Struktur Organisasi PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten

Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun

Tahun 2Al7 Nomor B);

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun

2016 tentang Penambahan Pen-vertaan Modal Pemerintah

pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah

Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten

Sarolangun Tahun 2416 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran

Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2A 18 Nornor 4);

MEIV{UTUSKAN:

McnctapKan:PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KETENTUAN

ADMINISTRASI DANA KEGIATAN OPERASIONAL (SUBSIDI)

PADA PERUSAFIAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKO

BATUAH KABUPATEN SAROLANGUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.

2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan Dew-an Peirnakilan Rakyat Daerah menurut azas
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otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

clalarn

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana

rlimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepaia daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi ker.venangan daerah otonorn.

Bupati adalah Bupati Sarolangun.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batulah Kabupaten Sarolangun

yang selanjutnya disebut PDAIVI Tirta Sako Batuah adaiah Perusahaan

Daerah Air Minum yang melakukan pengelolaan dan peny-aluran air minum

Kabupaten Sarolangun.

Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.

Modai Daerah adalah Kekayaan daerah yang belum dipisahkan bajk

berbentuk uang maupun barang yang bergerak dan tidak bergerak 3,ang

dapat dinilai dengan uang antara lain tanah, bangunan, mesin-mesin

inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainn1,'a.

Penyertaan Modal adalah Setiap usaha dalam men3rertakan rnodal daerah

pada suatu usaha bersama daiam hai ini PDAM Tirta Sako Batuah dengan

hasil usaha atas modai yang teLah disertakan.

Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Sako Batuah Kabupaten.

Pasal 2

Penetapan Ketentuan Administrasi Dana Kegiatan Operasional pada

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

BAB II

KETENTUAN ADMINISTRASI

Pasal 3

Ketentuan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan

Bupati ini adalah sebagai berikut:

a" Kegiatan Operasional pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako

Batuah Kakrupaten Sarolangun dilakukan dalam bentuk uang yang telah

disediakan atau dianggarkan dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) yang telah disetujui nilai kebutuhan iainnya sebesar Rp.

2.000.000.000,- (Dua MilSrar Rupiah) ;
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Petunjuk Operasional dibuat oieh Direktur Satuan Kerja/Atasan langsung

Pimpinan selaku penanggung jawab dari Dana Kegiatan Operasional

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun;

Tata cara pengambilan dana dimaksud dilakukan dengan cara mengajukan

permintaan kepada lnstansi/ Badanl Dinas/ Kantor/ Bagian yang telah

ditunjuk setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan Bupati

Sarolangun;

Modal yang tertanam pada Perusahaan Tirta Sako Batuah Kabupaten

Sarolangun merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun u'ajib

melaporkan hasil kegiatan Pen3rertaan Modai kepada Bupati setiap bulannya,

setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

TEtAI DITETITI KEBENARANN YA
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Ditetapkan di Sarolangun

pada tanggal 1 J4Atut{.r 2oW

BUPATI SAROLANGUN,

Diundangkan di Sarolangun

pada tanggalZ l,4ruueer 2Ol9

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

THABRO ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019 NOMOR 5


